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ABSTRAK 

Nama  : Riski Andika Wungguli 

Nim  : 16.1.1.016 

Fakultas  : Ahwal Al-Syakhsiyyah 

Judul Skripsi : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam 

Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Bitung 

Pengadilan Agama Bitung masih memiliki tingkat kegagalan mediasi  

yang cukup tinggi yaitu kurang lebih 35 perkara yang gagal dimediasi pada tahun 

2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

gagalnya mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Bitung. Pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) 

Bagaimana proses  pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Bitung (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Bitung.  

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak tetiga 

yang netral, serta  memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu 

pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi). 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif/ lapangan dengan jenis 

penelitian  deskriptif,  sehingga menggunakan teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh data yang dibutuhkan. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa .  

Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama bitung semuanya 

mengacu pada PERMA nomor 1 tahun 2016. Sedangkan faktor yang 

mempengaruhi gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Bitung terdiri dari faktor 

eksternal yaitu tempat pelaksanaan mediasi masih memiliki kekurangan seperti 

tidak adanya pendingin ruangan/ac. Sedangkan faktor internal yaitu konflik yang 

dialami para pihak yang berperkara sudah berlarut-larut, serta masalah dari kedua 

belah pihak sudah parah, seperti perselisihan terus-menerus dikarenakan ada pihak 

yang sering mabuk-mabukan, adanya pihak ketiga, tidak memberi nafkah, judi, 

dan acuh tak acuh atau sudah pisah tempat tinggal dan ada pula masalah yang 

sangat fatal seperti murtad dan zina.  

Selanjutnya faktor dari para pihak yang berperkara yaitu: asumsi yang 

keliru dari masyarakat tentang fungsi dari pengadilan, adanya keterlibatan 

keluarga, pihak yang berperkara sudah sulit didamaikan, ketidak hadiran dari 

pihak yang berperkara pada saat mediasi, serta tidak menemukan titik cerah dari 

permasalahan karna kedua belah pihak masing-masing dengan egonya, mereka 

tidak menyerahkan sepenuhnya kepada mediator dan tidak 

mendengarkan/menerima pendapat dari mediator. 

Kata Kunci: Faktor, Kegagalan, Mediasi, Pengadilan Agama 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Konflik atau sengketa merupakan peristiwa natural yang dapat terjadi 

pada siapapun, baik individu, kelompok, atau lembaga ekonomi, sosial maupun 

politik. Pada umumnya upaya pemenuhan kebutuhan, kepentingan, dan menjadi 

sumber konflik atau sengketa umat manusia. Ketika seorang, kelompok, atau 

lembaga memiliki kepentingan dan hak, kemudian pemenuhan kebutuhannya 

bersentuhan, berhempitan, atau bersaing dengan orang, kelompok, atau lembaga 

lain, maka sengketa kadang kala tidak dapat dielakkan. 

Konflik juga sering terjadi dalam keluarga, yang mana konflik ini bila 

tidak dapat diselesaiakan dan terjadi terus menerus akan berakhir dengan 

perceraian di meja pengadilan. Dari segi hukum, peceraian merupakan peristiwa 

pengakhiran ikatan antara suami dan istri disebabkan ketidak mungkinan 

mempertahankan keutuhan rumah tangga. Karena perkawinan merupakan salah 

satu bentuk dari suatu perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir, timbul 

berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan. 
1
 

Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegak hukum yang telah 

memulai mediasi sejak 2008. Dan disebut mediasi peradilan. Setiap perkara 

perdata yang mengajikan harus melalui mediasi. Mediasi dilakukan oleh mediator 

hakim dan non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator 

(PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh 

Mahkamah Agung.  

Kedudukan Peradilan adalah kekuatan yang betanggung jawab untuk 

menerima, memeriksa, dan mengadili dan mengatur setiap perkara syari‟ah Islam 

yang di ajukan jelas. Cakupan pelayanan ini meliputi: perkawinan, waris, wasiat, 

                                                           
 
1
 Nita Triana, “ Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara 

Peladilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak”  (Yogyakarta: Budi Utama,  2015), h. 45-46 
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hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari‟ah. Dari jenis perkara ini, 

perkara perkawinan memiliki angka tertinggi diluar perkara lainnya, khususnya 

perkara perceraian (perceraian pernikahan). 
2
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2 Tentang 

Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu 

pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama 

Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. 
3
 

 PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka (1) menjelaskan tentang 

mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4
 

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak 

luar yang tidak memihak (impartial)  dan netral bekerja dengan pihak yang 

bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dan 

memuaskan kedua belah pihak. Mediasi dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah 

islah. Secara bahasa islah adalan memutuskan suatu akad dengan maksud 

mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Yang di sini adalah mengakhiri 

suatu sengketa dengan perdamaian karena kesadaran bahwasanya Allah pun 

mencintai perdamaian. 

Mediasi Khususnya dalam bidang perkawinan dalam Islam dilakukan 

dengan bantuan hukamayam yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak 

sebagaimana yang disyariatkan dalam QS. Al-Nisa/4:35. Ayat ini menjelaskan 

bahwa peran dan fungsi hakam dalam peradilan Islam yakni juru damai yang 

                                                           
 

2
 Dessy Sunarsi , “ Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Pulau Jawa” ( Universitas Sahid Jakarta: Jurnal Hukum 

Media Bhakti 2 no. 2 2018) : h.139-140 

 
3
 Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2 Tentang Peradilan Agama 

 
4
 Mahkamah Agung RI, PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan MA RI 
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dikirim oleh pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduannya, 

tanpa diketahuai siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri 

tersebut.
5
 

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa  

melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Mediasi 

mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke 

pengadilan. Persoalan dalam perkara peceraian adalah jika para pihak yang 

berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, 

hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi tidak efektif terhadap keharusan 

melakukan mediasi. Akan tetapi secara mendasar perlu dipahami bahwa 

kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara 

yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan 

mngetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya.  

Proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara 

melalui mediasi harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal, sehingga 

masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses 

penyelesaian perkara melalui mediasi salah satunya dengan cara sosialisasi. 

Mediasi jika diterapkan dengan efektif, tentu sangat menguntungkan bagi para 

pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian , 

karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak 

langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, 

mawaddah, warahmah serta kekal.
6
 

Proses mediasi di Pegadilan Agama Bitung dimulai dengan beberapa 

tahapan yaitu: 

 

                                                           
 
5
Ahmad Faisal, “ Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan 

Agama Limboto “ ( IAIN Sultan Amai Gorontalo: Jurnal 12, no. 1 2016) : h. 84 

 
6
 Arum Kusumaningrum, “ Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan 

Negeri Semarang” ( Universitas Diponegoro: Jurnal 6, no. 1 2017) : h. 2 
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1. Memulai proses mediasi, pada tahapan ini dimulai dengan: 

a. Mediator memperkenalkan diri dan para pihak 

b. Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan 

masalah melalui mediasi 

c. Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator 

d. Menjelaskan prosedur mediasi 

e. Menjelaskan parameter kerahasiaan 

f. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan 

menjawab. 

2. Merumuskan masalah dalam menyusun agenda yaitu mengidentifikasi 

topik umum permasalahan. 

3. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi yaitu mengemukakan 

pertanyaan secara langsung dan mendengarkan atau merumuskan 

kembali pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh para pihak 

4. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa yaitu mediator 

mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang 

posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternative 

penyelesaian pemecahan masalah secara bersama. 

5. Menganalisa penyelesaian sengketa yaitu mediator membantu para 

pihak menentukan untung dan ruginnya jika menerima atau menolak 

suatu pemecahan masalah 

6. Proses tawar-menawar akhir, pada tahap ini pihak telah melihat titik 

temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsensi satu sama 

lain.  

7. Mencapai kesepakatan formal yaitu para pihak menyusun kesepakatan 

dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada 

langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan 

bunyi kesepakatan. 
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Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung Masita Olii mengatakan bahwa 

dalam menyelesaikan perkara harus melalui hati serta mengingatkan dampak 

negatif bagi anak setelah perceraian. Suami-istri akan cepat berbaikan saat 

mengingat kepentingan anak, sehingga suami-istri akan berpikir kembali untuk 

bercerai dan bisa membuang egoisme orang tuanya demi kepentingan anak.  

Meskipun mediasi merupakan proses pemecahan masalah tapi masih harus 

diuji implementasinya di lapangan. Dalam penangan perkara di Pengadilan 

Agama Bitung tahun 2019, tercatat dari 215 Perkara perceraian yang masuk, 

hanya 43 yang bersedia dimediasi, 8 kasus diantaranya berhasil dimediasi dan  

sisanya sekitar 35 perkara tidak berhasil di mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan mediasi tersebut menyisakan masalah yang serius, apakah karna 

proses mediasinya yang rumit, atau mediatornya yang kurang cakap, atau pihak-

pihak yang berperkara yang memang sulit didamaikan, atau faktor-faktor lainnya.  

Dari permasalahan di atas , maka penulis tertarik mengangkat tema yang 

berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Di 

Pengadilan Agama Bitung.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis 

mengangkat pertanyaan:  

1. Bagaimana proses  pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Bitung? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada perkara 

perceraian  di Pengadilan Agama Bitung pada tahun 2019? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Menghindari kesalahan pemaknaan serta pemahaman dari para 

pembaca, maka pada bagian ini penulis akan memberikan pengertian atas 

beberapa kata yang membentuk judul. Maka penulis memberikan pengertian 

sesuai dalam penulis maksudkan dalam penulisan ini. 
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a. Faktor adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau 

mempengaruhi terjadinya sesuatu. 

b. Gagalnya adalah tidak berhasil atau tidak tercapai
7
 

c. Mediasi secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin mediare 

yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang 

melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang 

bertikai.
8
 Mediasi adalah langkah yang diambil seseorang untuk 

menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan 

perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.
9
 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Begitu banyak menurut penulis hal-hal yang  menarik untuk dibahas 

mengenai mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada 

penanganan perkara di PA Bitung.  Maka dalam kesempatan ini penulis perlu 

membatasi permasalahan untuk menghadiri pelebaran masalah. Maka untuk 

itu penulis lebih memfokuskan kepada perkara perceraian dan faktor apa saja 

yang mempengaruhi gagalnya mediasi perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Bitung pada tahun 2019 baik dari segi Mediator, Pihak yang 

berperkara, perkara percerian, sarana dan prasarana dan faktor-faktor lainnya. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk dapat mengetahui proses pelaksanaan mediasi pada perkara 

perceraian  di Pengadilan Agama Bitung. 

2. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

gagalnya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung 

pada tahun 2019.  

                                                           
 
7
 Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa “Kamus Besar Bahasa Indonesia” 

(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988) h. 5 

 
8
 Racmadi Usman, “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan “ ( Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79 

 
9
 Takdir Rahmadi, “Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat” 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan 

positif serta mampu menghasilkan paradigma baru, dan memberikan 

sumbangsi pemikiran kepada peneliti-peneliti selanjutnya. 

2. Praktis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan 

perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi. 

F. Tinjauan Pustaka atau Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tidak sama sekali baru. Penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA 

MEDIASI DALAM PENANGANAN PERKARA  DI PENGADILAN AGAMA 

BITUNG” telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya : 

1. Skripsi Henro , “ Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam 

Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Prodi 

Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum. Dalam skripsi tersebut membahas tentang proses 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar, problem mediator 

dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Makassar, dan upaya 

mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar. 

 Hasil analisisnya mengatakan bahwa  problem-problem yang di 

hadapi hakim mediator dalam melaksanakan atau mendamaikan pihak-pihak 

yang bersengketa antara lain: kedua belah pihak bulat ingin bercerai, 

keterlibatan pihak ketiga atau campur tangan pihak ketiga yang dapat 

menghambat perdamaian, keterbatasan waktu, dan kedua bela pihak tidak 

hadir dalam proses mediasi. Dan adapun upaya-upaya yang dilakukan hakim 

mediator dalam mendamaikan kedua bela pihak mempunyai cara-cara 

tersendiri ialah: mengingatkan para pihak dalam tujuan dari perkawinan, 
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memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai, mengingatkan 

akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian, hakim berupaya semaksimal 

mungkin untuk mewujudkan perdamaian antar suami istri.
10

 

Karya ilmiah dari Henro dan penelitian ini memiliki persamaan yang 

berhubungan dengan mediasi di Pengadilan Agama. Selain persamaan 

terdapat pula perbedaan, dalam penelitian Henro terfokus pada Problematika 

dan upaya hakim mediator dalam penyelesaian perkara mediasi di Pengadilan 

Agama Makassar Kelas IA. Sedangkan tujuan peneliti ialah untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada 

penanganan perkara di Pengadilan Agama Bitung. 

2. Skripsi  Effa Inda Millatina “Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara 

Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017” Prodi Ahwal Al-

Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 

Dalam analisisnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

mediasi di Pengadilan Agama Sleman antara lain: Faktor para pihak yang 

bersengketa, para pihak bersifat pro aktif, peran pihak saling mau memahami, 

dan faktor sosiologis dan psikologis.
11

 

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu tema yang serupa mengenai 

mediasi. Selain memiliki persamaan, tedapat pula perbedaan yaitu waktu dan 

tempat serta fokus penelitian  Skripsi  Effa Inda Millatina membahas 

mengenai Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di 

Pengadilan Agama Sleman Sedangkan tujuan peneliti ialah untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada 

penanganan perkara di Pengadilan Agama Bitung. 

                                                           
 

10
 Henro, Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara 

Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA  (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, 

UIN Makassar, 2017), h. 62 

 
11

 Effa Inda Millatina, Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas 

Islam Indonesia, 2018), h. 63 



9 
 

 

 

3. Skripsi Muh Fahrudin H Nugroho. “ Analisis Tingkat Keberhasilan 

Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung”. Dalam skripsi tersebut 

membahas tentang tentang proses pelaksanaan mediasi dalam 

penyelesaiaan perkara di Pengadila Agama Bitung dan tingkat 

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung. 

 Hasil analisisnya mengatakan bahwa prosess pelaksanaan mediasi 

di Pengadilan Agama Bitung  secara umum telah berjalan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2016 tenang prosedur mediasi di Pengadilan. Peroses mendamaiakan 

pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bitung bukanlah pekerjaan 

yang mudah. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam 

menuju perdamaian, diantarannya dari sekian banyak faktor tersebut, salah 

satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di 

Pengadilan banyak yang diakibatkan oleh ego yang lebih mengutamakan 

hak pribadi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. 

Selain itu keterbatasan mediator yang bersertifikat mempengaruhi tingkat 

keberhasilan mediasi. Tingkat keberhasilan mediasi  di Pengadilan Agama 

Bitung dari segi hasil dapat dinyatakan gagal karena presentase antara 

keberhasilan dan kegagalan dimana kegagalan begitu tinggi sedang 

berhasil sangatlah trendah. Namun dari segi prosedur, mediasi telah 

dijalnkan oleh Pengadilan Agama Bitung maka mediasi pun dikatakan 

berhasil karena sesui ketentuan dimana semua perkara wajib harus 

dimediasi. Kemuadian berhasil atau gagalnya dikembalikan kepada niat 

pencari keadilan.
12
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 Muh Fahrudin H Nugroho, Analisis Tingkat KeberhasilanMediasi Studi Kasus 

Pengadilan Agama Bitung (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, IAIN Manado, 2020), h. 61 
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Karya ilmiah dari Muh Fahrudin H Nugroho dan penelitian ini 

memiliki persamaan yang berhubungan dengan tempat penelitian yaitu 

Pengadilan Agama Bitung dan persamaan yang berhubungan dengan 

mediasi di Pengadilan Agama Bitung. Selain persamaan terdapat pula 

perbedaan, dalam skripsi Muh Fahrudin H Nugroho focus pada tingakat 

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung. Sedangkan tujuan dari 

peneliti untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

gagalmnya mediasi pada penanganan perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Bitung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A.  Mediasi 

1. Pengertian Mediasi 

Mediasi berasal dari kosa kata bahasa Inggris, yaitu mediation dan 

bahasa latin, mediare yang berarti berada di tengah, secara tegas dimaknakan 

adalah suatu proses penyelesaian sengketa dua pihak atau lebih melalui 

perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak 

memiliki kewenangan memutus. Mediasi merupakan cara penyelesaian 

sengketa melaui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang 

bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta 

diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.
13

 

Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga 

unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan 

atau  sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua pihak yang 

terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar 

pihak yang bersengketa. Ketiga pihak yang terlibat dalam penyelesaian 

sengketa tersebut tidak bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki 

kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan, dan dalam kamus hukum 

berasal dari medium yang berarti perantara.
14

 

Sedangkan menurut pendapat Moore C.W yang dikutip oleh Ahmad 

Mujahidin mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi 

oleh pihak ketiga yang dapat diterima , tidak mempunyai kewenangan untuk 

mengambil keputusan dalam memantau para pihak yang berselisih dalam 

                                                           
 
13

 Jumadiah, “ Prosese Perceraian  Melalui Mediasi di Mahkamah Syar‟iyah 

Lhokseumwe” ( Universitas Malikussaleh: Jurnal Ilmu Hukum 6, no 2 2012): h. 3 

 
14

 Heri Swantoro, “ Srategi & Taktik Mediasi” (Jak arta:Kencana, 2016), h. 16-18 



12 
 

 

upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan sengketa 

melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral. 

Menurut UU No 30 Tahun 1999 dan Penjelasannya, pengertian 

mediasi tidak diuraikan dengan jelas namun hanya menerangkan bahwa jika 

sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui 

penasehat ahli atau mediator.
15

 

Menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) RI Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (7) menyebutkan 

bahwa, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. 

2. Mediasi Dalam Islam 

Mediasi bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam Islam di 

istilahkan dengan “sulhu”. Di dalam ajaran Islam perdamaian bukanlah hal 

yang baru, bahkan di dalam al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 128 disebutkan 

perdamaian adalah jalan yang lebih baik, yang berbunyi : 

                                  

                                 

       

Terjemahnya: 

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya nusyuz atau bersikap nusyuz 

atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian 

yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun 

manusia itu menurut tabiat kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan 

dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-

                                                           
 

15
 Ahmad Mujahidin, Ruang Lingkkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonom Syariah 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 5-7 

 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Jumanatul Ali Art, 

2005), h. 85 
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takacuh), maka sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu 

kerjakan.( Q.S An-Nisa:128) 
16

 

Penjelasan dalam tafsir Al-Misbah  menafsir ayat sebagai berikut; “ 

dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan 

nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan 

menghalangi hak-haknya atau bahkan hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh 

pada suaminya yang menjadikan seorang istri merasa tidak mendapatkan lagi 

sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti 

yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat 

mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya 

mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya 

istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada 

pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar 

tuntutan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekcok termasuk 

suami istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara 

umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkan sifat tersebut. 

Berdamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah 

jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni 

memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi 

Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau perceraian, 

maka sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan akan datang adalah 

maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
17

 

Selain ayat di atas beberapa prinsip perdamaian juga ditemukan di 

ayat-ayat lainnya seperti pada  al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 34 

                             

                            
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 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 604 
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                            

              

Terjemahnya: 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan 

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 

Sebab itu Maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada , oleh karena Allah telah 

memelihara (mereka).  Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 

Maka nesehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka , 

dan pukulah mereka . Kemudian jika mereka menaatimu , Maka janganlah 

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha 

Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S An-Nisa: 34)
18

 

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Sa‟id bin 

Rabi‟ yang telah menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, 

keran telah melakukan nusyuz (pembangkangan) . Habibah sendiri kemudian 

datang kepada Rasul saw . dan mengadukan peristiwa tersebut yang oleh Rasul 

. Rasul kemudian memutuskan untuk menjatuhkan qishash kepada Sa‟id . Akan 

tetapi, Malaikat Jiblil kemudian datang dan menyampaikan wahyu surat an-

Nisa ayat 34 ini. Rasulullah saw. pun lalu bersabda (yang artinya), “ aku 

menghendaki satu perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain. 

Yang dikendaki Allah adalah lebih baik.” Setelah itu, dicabutlah qishas 

tersebut. Dalam al-Qur‟an surat an-Nisa  ayat 35 

                                  

                      

Terjemahnya: 

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 85 
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perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S An-Nisa: 

35) 

Allah menjelaskan dalam ayat ini, bahwa jika kamu khawatir akan 

terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri , sesudah melakukan usaha-

usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya (an-Nisa :34) , maka 

kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga seorang hakim dari 

keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Kedua hakim 

itu dikirimm oleh yang berwajib atau oleh suami istri , atau oleh keluarga 

suami istri.
 19

 Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi sulhu dalam 

perkara yang mencakupi kehidupan umat Islam begitu penting. 

3. Tujuan dan manfaat mediasi 

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa 

antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial . 

Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai 

permanen dan lestari, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi 

menempatkan keduaa belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak 

yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam 

mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan 

penuh dalam pengembilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan 

penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu pihak dalam 

menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai kedua belah 

pihak. 

Penyelesaian sengketa yang telah melalui jalur mediasi sangat 

dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan dengan 

mengakhiri persengketaan mereka secara damai, adil dan saling menguntukan. 

Bahkan dalam mediasi yang gagal pun memiliki manfaat, Karena kesediaan 

para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah 

mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara 
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mereka. Hal ini menunjukan adanya keinginan para pihak untuk 

menyelesaikan sengketa hanya mereka belum menemukan format yang tepat 

yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
20

 Mediasi sebetulnya sangat 

sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan, terutama 

dalam hal konflik dalam rumah tangga. 

4. Dasar Hukum Mediasi  

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan 

adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan silaturahmi 

(hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang 

bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum yang menegaskan 

tentang perdamaian dapat dilihat dalam al-Qur‟an surat Al-Hujurat ayat 9 

yang berbunyi. 

                         

                                

                  

 

Terjemahnya: 

dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu 

melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 

Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 

kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, 

dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai 

orang-orang yang Berlaku adil. (Q.S Al-Hujurat:9) 

Dikemukakan dalam riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW. naik 

keledai pergi ke rumah „Abdullah bin Ubay (seorang yang munafik). 

Berkatalah „Abdullah bin Ubay: “Enyahlah engkau dariku! Demi Allah, aku 
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telah terganggu karena bau busuk keledaimu ini.” Seorang Ansar berkata: 

“demi Allah, keledainya lebih harum baunya dari pada engkau”. Marah-

marahan pada kedua belah pihak, dan terjadilah perkelahian dengan 

menggunakan pelapah kurma, tangan, dan sandal. Maka turunlah ayat ini (Q.S 

Al-Hujurat:) berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan agar 

menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian.
21

 Dalam al-Qur‟an 

surat an-Nisa  ayat 35 

                                  

                      

Terjemahnya: 

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa: 

35) 

Allah menjelaskan dalam ayat ini, bahwa jika kamu khawatir akan 

terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri , sesudah melakukan usaha-

usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya (an-Nisa :34) , maka 

kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga seorang hakim dari 

keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Kedua hakim 

itu dikirm oleh yang berwajib atau oleh suami istri , atau oleh keluarga suami 

istri.
 22

 Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi sulhu dalam perkara 

yang mencakupi kehidupan umat Islam begitu penting. 

Perspektif  UU No. 1/1974 pasal 39 tentang perdamaian, pengadilan 

mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang 

                                                           
 

21
 H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, Asbabun Nuzul , (Bandung: Diponegoro, 2000), 

h. 514  

 
22

 Imam Ali Bashori, Mediasi Perspektif Hukum Islam, STAI  Khozinatul Ulun, h. 85-86 

 



18 
 

 

akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya jika perceraian itu 

dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan 

perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau acara lain yang 

dianjurkan oleh ajaran Islam.
23

 

Upaya mendamaikan perkara dijelaskan dalam pasal 82 ayat 4 UU No. 

3 Tahun 2016 bahwa selama perkara belum diputus , usaha mendamaikan 

dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
24

 Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2008 memerintahkan hakim pemeriksa perkara untuk 

mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika proses 

mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus 

oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum.
25

 

Menurut ketentuan pasal 30 ayat 1 HR dan pasal 154 R.bg (1) Apabila 

pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, ketua berusaha 

untuk mendamaikan mereka. Usaha untuk mendamaikan mereka bukan hanya 

pada permulaan sidang pertama saja melainkan sepanjang pemeriksaan 

perkara, bahkan sampai kepada sidang berakhir pun sebelum ketua mengetuk 

perlu putusannya.
26

 

5. Peran dan Fungsi Mediator Dalam Proses Mediasi 

Mediator dalam menjatuhkan pilihan banyak faktor atau kriteria yang 

harus dipertimbangkan. Leo Hawkins, Michel Husdon dan Robert Cronall 

yang dikutip oleh Susanti menyatakan hal yang penting yaitu: 
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- Reputasi pribadi dari mediator 

- Pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sengketa apa saja yang pernah 

diselesaikan 

- Status, posisi atau tingkat kedudukan, jika ia menjadi anggota dari suatu 

lembaga mediasi. 

- Mengetahui proses mediasi/negosiasi, dan telah melalui pelatihan mediasi 

Spesifikasi pribadi sebagai berikut: 

 Pecaya diri dan mempunyai aspirasi yang tinggi  

 Mampu menolak bujukan, dan dihargai 

 Kreatif, inovatif dan mempunyai kemampuan berpikir lateral 

 Seorang yang sabar dan penuh toleransi 

 Penuh perhatian dan mampu mendengarkan 

 Seorang komunikator yang tangguh dan mempunyai keahlian 

mempresentasikan. 

 Mempunyai kemampuan untuk mengatur atau memimpin teamwork (jika ada) 

a. Peran dan Fungsi Mediator 

Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para 

pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 

memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi 

sangat penting karna dalam upaya penyelesaian sengketa sangat 

diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan 

mengarahkan para pihak ke arah penyelesaian yang bisa memuaskan 

para pihak.  

Keberadaan mediator dalam proses mediasi bisa ditunjuk oleh 

pihak yang bersengketa atau bisa juga ditunjuk oleh pihak yang punya 

otoritas tertentu. Dipilihnya seorang mediator dilatarbelakangi oleh 

alasan-alasan antara lain karna status individu, kehormatan, kekuatan, 
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kekuatan finansial, atau pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk 

menjatuhkan sanksi tertentu.
27

 

Howard Raifa yang dikutip oleh Susanti menyatakan bahwa 

mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa di samping 

seorang atau lembaga yang netral, juga mediator berperan sebagai garis 

rentang bagi yang terlemah dan terkuat. 

Sisi peran terlemah apabila mediator menjalankan perannya 

sebagai berikut: 

1) Penyelengaraan pertemuan 

2) Pemimpin diskusi rapat 

3) Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses 

perundingan berlangsung secara baik. 

4) Pengendali emosi para pihak 

5) Pendorong pihak yang kurang mampu atau segan mengemukakan 

pandangannya. 

Sedangkan sisi peran yang kuat mediator apabila  dalam 

perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan 

2) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak 

3) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah 

sebuah pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi sengketa 

tersebut harus diselesaikan. 

4) Menyusun dan mengusulkan alternative pemecahan masalah 

5) Membantu para pihak menganalisis alternative pemecahan masalah. 

6) Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu. 
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 Demikian, dapat disimpulkan hal-hal yang perlu diperhatikan 

peran mediator dalam proses mediasi sebagai berikut: 

1).  Mengidentifikasi dan merumuskan subtansi negosiasi. 

2). Menyiapkan agenda perundingan. 

3). Tahapan negosiasi dari proses mediasi. 

4). Peranan tawaran pertama dan harga konsensi. 

5). Strategi untuk menyampaikan pertukaran, konsensi dan kompromi 

6). Pertemuan terpisah sebagai prosedur tentu guna mendapatkan 

kemajuan. 

b. Subtansi Negosiasi 

Berdasarkan pada keseluruhan pernyataan dari para pihak yang 

bersengketa, mediator menggunakan berbagai macam teknik 

komunikasi guna: 

1) Menerjemahkan pernyataan posisi masing-masing . 

2) Mengidentifikasi dan menjelaskan kepentingan atau kebutuhan para 

pihak terkait. 

3) Merangkaikan muatan dari pernyataan para pihak dalam batasan 

yang dapat diterima dan konsisten dengan nilai dan gagasan dari 

pihak lainnya. 

4) Mendorong pemahaman para pihak atas kepentingan pihak lainnya. 

5) Mengumpulkan informasi dan membantu proses pertukaran 

informasi antara para pihak. 

6) Mendapatkan informasi sasaran, seperti keterangan mengenai 

fleksibilitas posisi masing-masing pihak. 

a. Menyiapkan Agenda Perundingan 

Bagaimana mediator menentukan pokok permasalahan yang 

mudah diselesaikan? Stulberg yang dukutip oleh Susanti menganjurkan 
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untuk menentukan standar yang bisa digunakan sebagai dasar pemikiran 

pokok permasalahan yang nampaknya lebih mudah diselesaikan. Pokok 

permasalahan dapat disusun berdasarkan pada: 

1) Cara penyelesaian dasar (nature of remedies): dimulai dengan 

permasalahan yang tidak membutuhkan terlalu banyak upaya 

penyelesaiannya. Misalnya bila suatu perjanjian mensyaratkan 

salah satu pihak, untuk saling mengerjakan sesuatu bagi pihak 

lainnya. Disini para pihak lebih dalam posisi bimbang karena 

masing-masing harus setuju untuk melakukan sesuatu dari pihak 

lainnya. 

2) Waktu: pokok permasalahan dapat disusun dalam suatu kerangka 

dasar pada urutan kronologis atau kebalikannya, berdasarkan pada 

batasan waktu tertentu. 

3) Pemisahan (detachment) dimulai dengan pokok permasalahan 

dimana para pihak tidak terlalu terlibat secara emosional, 

4) Urutan logika: jika suatu kesepakatan secara logis membutuhkan 

persetujuan pihak lainnya, dan berhubungan atau saling berkaitan 

satu sama lain dengan permasalahan. Bila suatu permasalahan 

menjadi hambatan yang sukar diselesaikan, pusatkan para pihak 

untuk mencari penyelesaian permasalahan itu sehingga  isu lainnya 

yang berkaitan, akan dapat terselesaikan juga.
28

 

6. Prosedur dan Tahapan Mediasi 

Prosedur dan tahapan mediasi di pengadilan diatur dalam pasal 3 

sampai pasal 4 peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang 

prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi di Pengadilan Negeri atau Pengadilan 

Agama dibagi dalam dua tahap yaitu pra mediasi dan tahap pelaksanaan 

mediasi. 
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Tahap pra mediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan 

tawaran dari  hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak ketiga 

yang akan membantu menyelsaikan sengketa mereka. 

Kovach, sebagaimana yang dikutip oleh Suyud Margono membagi 

proses mediasi ke dalam Sembilan tahapan sebagai berikut 
29

: 

a.  Penataan atau pengaturan awal 

b. Pengantar atau pembukaan oleh Mediator 

c. Pernyataan pembukaan oleh para pihak  

d. Pengumpulan informasi  

e. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus 

f. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah 

g. Melakukan tawar-menawar 

h. Kesepakatan 

i. Penutupan 

Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi. Ada beberapa 

prosedur  mediasi yang dilaksanakan di pengadilan sesuai dengan 

Perma No. 01  tahun 2008 yaitu; tahap pra mediasi dan tahap-tahap 

proses mediasi. 

1). Tahap Pra Mediasi 

a) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua 

belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk memenuhi 

mediasi 

b) Ketidak hadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi 

pelaksanaan mediasi.  

c) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, 

mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam 

proses mediasi. 
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d) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak 

sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. 

e) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk 

memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses 

mediasi 

f) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA kepada 

para pihak 

a. Tahap-Tahap Proses Mediasi 

1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak 

menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat 

menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada 

mediator. 

2) Dalam waktu  paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak 

gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan 

resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk . 

3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40(emat puluh) hari kerja 

sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua 

majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan 

(6). 

4) Atas dasar kesepakatan para pihak,  jangka waktu mediasi dapat 

diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir 

masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat 3 

5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu 

pemeriksaan perkara 

6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi 

dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat 

komunikasi. 

Dalam tahapan mediasi seorang mediator harus memegang prinsip 

dan bersikap yang benar-benar menjaga netralitas dan imparsialnya 

sebagai seorang penengah. Ada beberapa prinsip seorang mediator 

dapat menjaga netralitasnya dalam menangani sebuah perkara. 
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a) Pahami karakteristik diri, sesuatu yang membuat marah atau 

freze 

b) Perhatikan gaya tubuh, sejauh mana perasaan mempengaruhi 

sikap 

c) Hati-hati terhadap pola perilaku yang akan membawa ke 

keadaan sulit 

d) Perhatikan orang yang sedang berinteraksi dengan anda 

e) Gunakan bahasa yang netral 

f) Dating sebagai orang yang “baru” yang ingin tahu segala 

sesuatu 

g) Ambil break bila merasa perlu.
30

 

7. Faktor yang Mempengaruhi Mediasi 

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

para pihak dengan dibantu oleh mediator.
31

 Kegagalan mediasi pun dapat 

terjadi karena telah dilakukan nya upaya perdamaian dari pihak keluarga 

sebelum perkara didaftarkan di pengadilan. Tidak semua perkara sengketa yang 

masuk atau didaftarkan ke pengadilan belum dilakukan mediasi . Umumnya 

justru perkara yang didaftarkan di pengadilan telah melalui upaya damai. oleh 

karena itu hal yang menjadi kegagalan pada saat mediasi dipengaruhi oleh 

faktor-faktor , seperti faktor mediator, para pihak yang berperkara, sarana dan 

prasarana, dan waktu mediasi. 

a. Dari Segi Mediator 

Mediator adalah seorang fasilitator yang menjadi penengah dalam 

sengketa. Masih sangat minimnya jumlah hakim mediator yang melalukan 

pelatihan mediasi tingat nasional (bersertifikat mediator). Sehingga hal 

tersebut sangat berdampak pada rendahnya kualitas mediasi dan rendahnya 

tingkat keberhasilan mediasi. Selain itu jumlah perkara yang masuk ke 
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pengadilan, sementara di sisi lain jumlah hakim yang ada sangat terbatas, 

sehingga hakim mediator tidak dapat memaksimalkan proses mediasi yang 

dilakukan, kerena hakim yang bersangkutan juga harus menyidangkan 

perkara lainnya dalam waktu yang tidak telalu berjauhan.  

Sementara itu semakin banyaknya perkara yang masuk ke 

lingkungan Peradilan Agama, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama 

ataupun Pengadilan Tingat Banding. Sehingga upaya mediasi yang 

dilakukan oleh hakim mediator menjadi kurang maksimal, karena para 

hakim mediator tidak hanya disibukkan untuk memediasi para pihak 

dalam perkara tertentu saja, namun pada waktu yang hampir bersamaan 

juga harus terlibat menyidangkan perkara lain yang sedemikian 

banyaknya. Sehingga konsentrasi hakim mediator terpecah dan tidak 

maksimal dalam memediasi para pihak yang berperkara.  

 b. Dari Segi Para Pihak 

Pemahaman para pihak atas nature mediasi dan manfaatnya yang 

masih belum maksimal, juga menjadi faktor ketidakefektifan pelaksanaan 

mediasi perkara perceraian di PA. Dalam realitasnya para pihak 

memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai 

mediator, tapi mereka belum mengetahui adanya manfaat lebih  dari proses 

mediasi tersebut. Bahkan ada yang memahami, mediasi sama dengan 

sidang litigasi, kerana yang mereka tahu mediatornya juga yang menjadi 

hakim di PA tersebut, meskipun bahkan hakim yang sedang memeriksa 

perkara yang sedang dimediasi . 

Ketidak berhasilan mediasi yang berasal dari para pihak 

disebebkan oleh beberapa hal antara lain: kondisi psikologis para pihak 

yang berperkara di persidangan dalam kondisi puncak emosional dan 

memiliki kemauan dan tekad yang bulat untuk bercerai. Sehingga hakim 

mediator sulit untuk mencari titik temu penyelesaian secara damai. 

Polosnya para pihak untuk berniat cerai, sementara mereka belum 
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mengerti pentingnya mediasi sehingga tidak menganggap tidak begitu 

penting untuk hadir dalam persidangan. Akibatnya, karena sidang hanya 

dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara saja maka sidangpun 

diputus secara verstek. Dampaknya, hakim mediator sulit untuk membantu 

menyelesaikan masalah paling tidak membantu memberikan jalan keluar, 

sehingga diharapkan dapat tercapai suatu kesepakatan bersama dari 

masing-masing pihak yang besengketa. Kurang aktifnya para pihak dalam 

proses mediasi sehinga ketidak aktifan para pihak dalam proses mediasi 

cukup berpengaruh. Kurangnya keterbukaan para pihak dalam perkara 

perceraian untuk mengungkapkan masalahnya. Sifat ego masing-masing 

pihak yang besar, sehingga para pihak hanya mementingkan kepentingan 

dan juga emosinya sendiri sehingga hakim mediator terkadang sulit 

menjadi penengah dan mendengar permasalahan dan keinginan mereka 

satu sama lain.
32

 

c. Dari Segi Sarana Dan Prasarana 

Menurut  Soerjono Soekanto, sarana dan prasarana dalam konteks 

beliau disebut fasilitas hukum, merupakan alat pendukung terwujudnya 

efektifitas pelaksanaan hukum atau peraturan. Kelengkapan sarana dan 

prasarana pendukung proses mediasi di PA dalam realitasnya belum 

representatif.  Misalnya komputer atau laptop, LCD dan layar di ruang 

mediasi belum ada.  Bahkan ada beberapa PA ruang mediasi hanyalah 

ruang kecil sehingga yang sering para pegawai PA mendengar dan pada 

“tertawa” ketika dialog antara para pihak dengan mediator sedang 

berlangsung. Padahal sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 6, 

PERMA No.1 Tahun 2008, bahwa proses mediasi pada asalnya tertutup, 

kecuali para pihak menghendaki lain. 

Dampak yang ditimbulkan dari fasilitas yang kurang memadai 

dan representative tersebut, menjadikan para pihak tidak bisa leluasa untuk 

                                                           
 

32
 Malik Ibrahim, Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di 

Lingkungan Peradilan Agama, No. 19, 01 Juni 2015, h. 115. 



28 
 

 

mengungkapkan isi pikiran dan hatinya, karena malu didengar orang lain. 

Padalah urusan perceraian sekali lagi adalah urusan hati dan masyarakat 

kita menganggap sebagai “aib” kalau masalah mereka didengar oleh orang 

lain, apalagi yang tidak berkepentingan. 

d. Dari Segi Waktu Mediasi 

 Khusus perkara perceraian, membutuhkan ketelatenan, kesabaran 

dan perhatian khusus dari sang mediator dalam mendampingi para pihak 

agar keduanya bisa menyelesaikan persoalannya secara damai melalui 

mediasi. Apalagi perkara perceraian ini menduduki jumlah paling tinggi di 

semua PA seluruh Indonesia. Meskipun PERMA telah memberikan 

rentang waktu selama 40 hari kerja ditambah dengan 14 hari apabila 

diperlukan. Akan tetapi dalam realitasnya proses mediasi perkara 

perceraian hanya dilaksanakan paling lama 2 minggu dengan 1/atau 2 kali 

pertemuan saja. 

Rata- rata para hakim di PA melakukan mediasi dengan para 

pihak hanya sebanyak 1 kali pertemuan kecuali para pihak tidak hadir atau 

salah satu pihak tidak hadir. Alasan para hakim sekaligus mediator, atas 

jangka waktu terhadap perkara perceraian yang hanya selama 7 s/d 14 

tersebut antara lain disebabkan oleh, apatisme hakim terhadap perkara 

perceraian yang dijustifikasi “tidak mungkin bisa didamaikan lagi”, karena 

menyangkut hati kedua insan yang telah retak, serta menumpuknya 

perkara perceraian sehingga proses mediasi kalau terlalu lama akan 

menghambat pekerjaan hakim yang memang sudah menumpuk.
33

 

8. Jenis Perkara Yang Wajib Menempuh Medasi 

Setiap sengketa perdata pada dasarnya diajukan ke Pengadilan 

Agama termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan 

perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden 
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verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, 

wajib telebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Akan 

tetapi ada beberapa sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban 

penyelesaian melalui mediasi sebagai berikut:
34

 

a. Sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan 

tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan (seperti permohonan pembatalan putusan 

arbitrase). 

b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya 

penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut. 

c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam 

suatu perkara. 

d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan 

pengesahan perkawinan. 

e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah 

diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui mediasi 

dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di 

Pengadilab Setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil 

berdasarkan pernyataan yang ditanda tamgani oleh para pihak 

dan mediator bersertifikat.. 

Meskipun sengketa sebagai mana tersebut di atas dikecualikan dari 

kewajiban mediasi, akan tetapi berdasarkan kesepakatan para pihak, 

sengketa sebagaimana tersebut pada angka 1,3 dan 5 tetap dapat 

diselesaikan melalui mediasi secara suka rela pada tahap pemeriksaan 

perkara di Pengadiilan Agama dan atahap upaya hukum di Pengadilan 

Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. 
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B. Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Putusnya hubungan perkawinan dalam Islam terjadi karena dua hal, 

yakni karna sebab talak dan faskh. Talak adalah perceraian karena inisiatif 

suami sedangkan faskh merupakan perceraian yang terjadi karena tindakan 

istri. 

Perceraian talak secara etimologi adalah melepaskan tali pengikat atau 

meninggalkan secara mutlak. Sedangkan secara terminologi, talak artinya 

melepaskan ikatan perkawinan yang ada hubungannya dengan suatu keadaan 

(hal) atau finansial (mal) dengan akad (lafz).
 35

 

Perceraian adalah sesuatu keadaan dimana antara seorang suami dan 

seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusannya 

suatu tali perkawinan melalui suatu putusan pengadilan.
36

 

Menurut Soemiyati, yang dikutip Sutadji bahwa kata talak mempunyai 

arti umum dan arti khusus. Menurut arti umum, talak adalah segala macam 

bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh 

hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena 

meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. sedangkan talak dalam arti 

khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Dan ini disebut cerai 

talak. Adapun perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak istri 

disebut cerai gugat. 
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2. Hukum Perceraian 

Hukum perceraian pada asalnya itu hukumnya makruh, berdasarkan 

hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar disebutkan bahwa Rasulullah SAW. 

bersabda : 

Artinya : 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA. Ia berkata, bahwa Rasulullah, Bersabda : 

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”, (HR. 

Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim). 

Prof. Dr. Mahmud Yunus yang dikutip oleh Sutaji membagi hukum 

perceraian jadi lima macam, yaitu : 

a. Wajib, yaitu perceraian terjadi karena adanya pertengkaran terus-menerus 

antara suami istri dan tidak dapat didamaikan lagi, maka perceraian 

merupakan jalan terakhir dan terbaik. 

b. Makruh, yaitu perceraian yang terjadi tanpa adanya alasan atau sebab 

musababnya 

c. Mubah, yaitu perceraian yang terjadi bila diperlukan, misalnya perceraian 

karena kelakuan atau perbuatan istri kurang baik, dan tidak dapat 

diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri. 

d. Sunnah, yaitu perceraian yang terjadi karena si istri tidak dapat menjaga 

kesopanan dirinya dan telah dinasehati tetapi tidak dihiraukan. 

e. Haram, yaitu apabila perceraian itu dapat merugikan kedua belah atau 

salah satunya. seperti perceraian yang terjadi ketika istri dalam keadaan 

haid, atau dalam keadaan suci tapi telah disetubuhi. 

3. Alasan Perceraian 

Salah satu perceraian dapat terjadi, bila terdapat salah satu dari alasan-

alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 

dan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 : 

Didalam perspektif fiqih, ada beberapa alasan yang dapat memicu 

terjadinya perceraian, yaitu : 
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a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri 

Nusyuz adalah kedurhakaan atau pembangkangan yang 

dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Misalkan dalam 

bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal lain 

yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. 

b. Terjadinya nusyuz dari pihak suami 

Nusyuz tidak hanya terjadi dari pihak istri, seorang suami 

juga bisa berbuat nusyuz. Nusyuz dari pihak suami adalah 

bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, tidak 

mau memberikan haknya dan lain-lain. Hal ini sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Qur‟an Surah An-nisa ayat 128. 

                           

                          

                

 

Terjemahnya: 

dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak 

acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya 

Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan 

perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu 

menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu 

secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak 

acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa 128) 

 

c. Terjadinya Syiqaq 

Syiqaq adalah perselisihan atau percecokan yang tajam dan 

terus-menerus yang dilakukan oleh kedua belah pihak, suami 

atau istri. 

d. Terjadinya Fahisyah 

Fahisyah adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh salah 

satu dari suami atau istri. Hal ini dapat menimbulkan adanya 

saling menuduh antara keduanya. Untuk menyelesaikan dengan 

cara Li’an, yaitu pihak yang menuduh harus membuktikan 
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tuduhannya dengan bersumpah sampai lima kali, bahwa ia akan 

mendapat laknat dari Allah jika tuduhannya tidak benar. Dan 

terjadinya perceraian karena li’an ini berarti putus untuk selama-

lamanya. Karena akibat karena li’an adalah terjadi talaq ba’in 

kubra. 
37

 

 Adapun dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa 

perceraian itu terjadi karena beberapa hal, diantaranya : 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang 

sah atau karena hal lain diluar kemampuan. 

c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 

berat (KDRT) yang membahayakan pihak lain. 

e. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami/istri. 

f. Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga. 

g. Suami melanggar taklik Talaq. 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak 

rukunan dalam rumah tangga.
38
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaiu 

suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat 

yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi 

tersebut, yang dilakukan juga untuk mnyusun laporan tersebut. Penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang ditekankan pada kelengkapan data yang 

dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder.  

Penggunaan metode ini dikarenakan peneliti terjun langsung kelapangan, 

terlibat dengan pihak Pengadilan Agama dan pihak yang melaksanakan mediasi. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama 

Bitung. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, 

dimana peneliti terjun langsung ke objek penelitian, untuk mendapatkan gambaran 

tentang keadaan yang jelas tentang situasi-situasi sosial yang terjadi pada 

lingkungan penelitian. Adapun penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokan 

antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode 

deskriptif. 

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong mengemukakan 

“Metode Kualitatif” adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang  dan perilaku yang dapat 

diamati.
39

 Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/enterpretif , digunakan untuk 
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meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat indukti/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
40

  

Dalam penelitian ini maksud penelitian deskriptif adalah memberikan 

gambaran dan keterangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan 

dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian mendapatkan data. Dalam 

pengumpulan data dari lapangan penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Observasi (pengamatan) 

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan dengan 

jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

Fungsi observasi dalam penelitian ini yaitu menggambarkan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun 

menjadi sebuah laporan yang relevan dan bisa bermanfaat sebagai sebuah 

materi pembelajaran atau penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian yang 

diteliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada 

penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang banyak 

digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara dilakukan secara 

lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya juga 

wawancara dilakukan secara kelompok.  Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
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pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee). Teknik ini 

digunakan dalam mewawancarai terhadap objek yang akan diteliti. Fungsi 

wawancara dalam penelitian ini yaitu untuk menggali informasi secara 

komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam.
41

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dalam rangka untuk mendapatkan data-data sesuai dengan variabel yang 

diteliti, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam 

penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung. Adapun bentuk 

wawancara dilakukan secaa terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan secara sistematis sesuai dengan masalah yang akan 

ditanyakan dan juga petanyaan-pertanyaan spontan sesuai dengan alur 

pembicaraan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi 

juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh 

responden yang bersangkutan. Adapun objek dari metode wawancara ini 

adalah Hakim, mediator Pengadilan Agama Bitung dan para pihak yang 

melaksanakan mediasi. 

3.Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cacatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa foto 

kondisi ruang mediasi Pengadilan Agama Bitung, dokumen atau arsip perkara 

Perceraian di Pengadilan Agama Bitung. 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 
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a. Sumber data primer (Primary research), yaitu data yang 

bersumber langsung dengan penelitian yaitu  melalui Pengadilan 

Agama Bitung, Hakim atau Mediator dan pihak yang dimediasi. 

b. Sumber data sekunder (Secondary research), yaitu literature yang 

berhubungan dengan tema yang diangkat dan terdiri dari buku-

buku yang membahas tentang mediasi, dokumen atau arsip 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung. 

D. Teknik Pengolahan dan  Analisis Data 

Menurut Sugiyono dalam buku-nya menyimpulkan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Cara analisis data yang dikemukakan adalah mengartikan hasil observasi dan 

wawancara yang diperoleh dalam penelitian, yang telah dikumpulkan dalam 

penelittian. 
42

 

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan oleh penulis adalah 

teknik analisis data deskritif kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan data dan 

informasi yang terkait dengan proses mediasi. Kemudian menganalisis data yang 

telah didapatkan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan 

yang diamati. Adapun yang menjadi sumber informasi yaitu Hakim, Mediator dan 

beberapa pihak yang berperkara. 

 

 

BAB IV 
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PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bitung 

1. Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Bitung 

Sejalan dengan sejarah terbentuknya kota Bitung, maka eksistensi 

pengadilan agama Bitung adalah merupakan konsekuensi logis dari beralihnya 

status Bitung dari kotamadya yaitu pada tanggal 10 oktober 1990 berdasarkan 

Undang-Undang No 7 Tahun 1990. Hali ini sebagaimana diatur dalam pasal 4 

ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 bahwa Pengadilan Agama Bitung 

berkedudukan di Kotamadya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya 

meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. 

Namun demikian pembentukan Pengadilan Agama Bitung tidak terjadi 

dengan serta merta akan tetapi melalui proses yang cukup panjang/ lama 

karena Pengadilan Agama Bitung baru terbentuk setelah 6 tahun dibentuknya 

kotamadya Bitung yaitu pada tahun 1996 dan mulai beroperasi pada bulan 

agustus tahun 1997. Adapun pengadilan Agama bagi orang-orang Islam di 

Bitung dahulunya diselenggarakan oleh pengadilan Agama Manado. 

pengadilan Agama Bitung dibentuk berdasarkan keputusan menteri Agama RI 

No. 85 Tahun 1996, sedangkan sekretariat pengadilan Agama Bitung dibentuk 

berdasarkan keputusan menteri Agama RI No 210 Tahun 1997 dan 

pembentukan kepaniteraan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI No 

KMA/025/SK/1997.  

Seiring terbentuknya pengadilan Agama Bitung Tahun 1996, diangkat 

pula Bapak Drs. Yusuf Bukhari, S.H, sebagai ketua Pengadilan Agama Bitung 

yang pertama. Dengan segala keterbatasan ketua Pengadilan Agama Bitung 

menjadi lebih baik demi menciptakan kenyamanan dan pelayanan bagi para 

pencari keadilan. 

Tahun 2005 Pengadilan Agama Bitung telah mendapat fasilitas 

perkantoran yang cukup memadai ditandai dengan peresmian gedung kantor 

pengadilan Agama Bitung pada tanggal 28 februari 2005 oleh Ketua 
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Mahkamah Agung Prof. Dr. Hi. Bagir Manan, S.H, MCL. Demikianlah sejarah 

singkat Pengadilan dan perjalanan Pengadilan Bitung dari masa ke masa. 

Adapun nama-nama ketua yang pernah memimpin Pengadilan Agama Bitung 

sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Daftar Ketua dan Periode Jabatan  PA Bitung 

NO NAMA PERIODE 

1 Drs. Yusuf Buchori 1997-1999 

2 Drs. Abdul Hakim, M.HI 1999-2006 

3 Drs. Muh. Iqbal, M.H 2006-2012 

4 Drs. Sutrisno Salamon, S.H., M.h 2012-2016 

5 Amran Abbas, S.Ag.,S.H.,MH. 2016- 2020 

6 Masita Olii, S.HI 2020-Sekarang 

 

Adapun visi misi Pengadilan Agama Bitung adalah terwujudnya 

pengadilan Agama yang Agung 

Sedangkan misi Pengadilan Agama Bitung adalah: 

a. Mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat 

pencari keadilan. 

b. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan bebas dari campur 

tangan pihak lain. 

c. Memberi akses layanan hukum yang berkualitas bagi para pencari 

keadilan melalui pemanfaatan informasi teknologi yang lebih 

profesional dan transparan. 

d. Meningkatkan kualitan input eksternal dalam proses peradilan. 

e. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan 

biaya ringan. 
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f. Meningkatakan tugas kekuasaan kehakiman dengan bermartabat, 

integritas dan dipercaya. 

2. Perkara-Perkara di Pengadilan Agama Bitung 

Bab III Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 pasal 

49 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama ditegaskan bahwa kewenangan serta tugas pokok dari 

Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara-perkara ditingkat pertama antra orang-orang yang beragama Islam di 

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat. infaq, shadaqah, dan 

ekonomi syariah. 

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung 

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 

bahwa Pengadilan Agama Bitung berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, maka wilayah Pengadilan 

Agama Bitung yang terdiri dari 8 wilayah kecamatan dan 69 kelurahan, dari 

luas 304 KM
2 

pembagian wilayah ini merupakan perubahan dari 5 kecamatan 

menjadi 8 kecamatan berdasarkan peraturan Walikota Bitung Nomor 3 Tahun 

2007 tentang peresmian perubahan, pemekaran serta pembentukan kecamatan 

dan kelurahan di Kota Bitung yakni: 

Tabel 4.2 

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bitung
43

 

NO KECAMATAN KELURAHAN 

1 Kecamatan Ranowulu 11 Kelurahan 

2 Kecamatan Matuari 8 Kelurahan 

3 Kecamatan Girian 7 Kelurahan 

4 Kecamatan Madidir  8 Kelurahan 

5 Kecamatan Maesa 8 Kelurahan 
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6 Kecamatan Aertembaga 10 Kelurahan 

7 Kecamatan Lembe Utara 10 Kelurahan 

8 Kecamatan Lembe Selatan 7 Kelurahan 

 

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bitung 

Pengadilan Agama Bitung  saat ini mempunyai 24 pegawai, yang terdiri 

dari Pegawai Negeri Sipil 17 orang dan pegawai honorer 7 orang dan pengawai 

tidak tetap 7 orang. 

Struktur pegawai organisasi Pengadilan Agama Bitung terdiri dari: 

a. Ketua 

b. Wakil Ketua 

c. Hakim 

d. Panitera 

e. Sekretaris 

f. Panitera Muda Hukum 

g. Panitera Muda Gugatan 

h. Panitera Muda Permohonan 

i. Jurusita 

j. Jurusita Pengganti 

k. Kasubag Perencana, TI dan Pelaporan 

l. Kasubag Umum dan Keuangan 

m. Staf 

n. CPNS 

Adapun Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Bitung 

dalam tabel adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Bitung 

No Nama Jabatan 

1 Amran Abbas, S.Ag.,S.H.,MH. Ketua 

2 Masita Olii, S.HI Wakil Ketua 

3 Asamawati Sarib, S.Ag Hakim 

4 Hizbuddin Maddatuang, SH.,MH Hakim 

5 Nurafni Anom, S.HI Hakim 

6 Drs. Subardi Mooduto Panitera 

7 Irma Tadju, S.Ag Sekretaris 

8 Hanafie Pulukadang, S.Ag Panitera Muda Hukum 

9 Surianto Mahmud, BA Panitera Muda Gugatan 

10 Jane, SH Panitera Muda Pemohonan 

11 Fadly Ratuwalangon  Jurusita 

12 Chairul Amri, S.T Jurusita Pengganti 

13 Nurdiana Ode, S.HI Kasubag Perencana, TI dan 

Pelaporan 

14 Fitriani Lundeto, S.HI Kasubag Kepegawaian, 

Organisasi dan tata laksana 

15 Shintia Dewi Mandulangi, SE Kasubag Umum dan 

Keuangan 

16 Danial Alifia, SH Staf 

17 Muh. Sabri Hakim, SH., MH CPNS 

 

Dari 17 PNS yang ada, yang menjadi hakimnya berjumlah 5 orang, 

sedangkan mediatornya 5 berasal dari hakim di Pengadilan Agama Bitung 

dan tidak ada mediator dari luar Pengadilan Agama Bitung. Rinciannya 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.4 

Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Bitung
44

 

No Nama Pendidikan 

1 Amran Abbas, S.Ag.,S.H.,MH. Stara 2 

2 Masita Olii, S.HI Stara 1 

3 Asamawati Sarib, S.Ag Stara 1 

4 Hizbuddin Maddatuang, SH.,MH Stara 2 

5 Nurafni Anom, S.HI Stara 1 

 

B. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian. 

 Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

atau mufakat para pihak dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan 

memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi 

adalah perundingan yang esensinya sama atau dengan proses musyawarah atau 

konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah  atau konsensus, 

maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau 

penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatu harus 

memperoleh persetujuan para pihak. 

 Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung harus menunggu kedua 

belah pihak hadir dipersidangan, selanjutnya  menentukan mediasi dan 

memberikan kesempatan kepada para pihak  untuk memilih hakim mediator siapa 

yang mereka mau.
45

 Tahapan pelaksanaan mediasi  tetap  berpedoman pada  

PERMA No. 1 Tahun 2016. Proses pelaksanaan mediasi diserahkan sepenuhnya 

kepada  hakim mediator.
 46
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PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 24 tentang Tahapan Proses Mediasi 

diatur tentang penyerahan resume dan jangka waktu proses mediasi dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(1). Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5), para pihak dapat 

menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. 

(2). Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak penetapan perintah melakukan mediasi. 

(3). Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat 

diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4). Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan 

perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.  

Tabel 4.5 

Data perkara yang masuk di Pegadilan Agama Bitung Tahun 2019 

NO PERKARA 

GUGATAN 

 

PERKARA 

PERMOHONAN 

TOTAL 

1 223 159 382 

 

Tabel 4.6 

Data hasil Mediasi di Pengadilan Agama Bitung Tahun 2019 

NO PERKARA JUMLAH 

YANG 

BERSEDIA 

DIMEDIASI 

MEDIASI 

GAGAL BERHASIL 

1 Perceraian 215 43 35 8 
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C. Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Bitung 

Faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama 

bitung meliputi dari faktor eksternal dan dan faktor internal, yaitu sebagai berikut. 

1. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal dalam mediasi merupakan faktor diluar dari teknis 

ataupun pelaksanaan mediasi atau faktor penunjang dari pelaksanaan mediasi. 

Faktor tersebut adalah: 

a. Tempat Pelaksanaan Mediasi 

Tempat pelaksanaan mediasi merupakan faktor pendukung 

terwujudnya efektifitas pelaksanaan mediasi. Tempat untuk pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan Agama Bitung memang belum sesuai dengan 

prototype Mahkamah Agung tetapi sudah cukup layak untuk 

melaksanakan mediasi. Namun masih kurang kondusif dan nyaman untuk 

mediasi karena masih ada beberapa peralatan yang kurang contohnya 

pendingin ruangan/AC sehingga proses mediasi menjadi kurang nyaman. 

Karna untuk mendamaikan pihak yang berperkara dibutuhkan kepala yang 

dingin sehingga situasi yang panas dapat mempengaruhi pikiran orang.
47

 

2. Faktor Internal 

Faktor internal dalam mediasi perkara perceraian merupakan faktor 

yang berasal dari pihak yang berperkara, mediator, sampai dengan perkara 

perceraian. Faktor-faktor ini meliputi: 

a. Faktor Perkara Perceraian 

Faktor perkara perceraian adalah landasan awal untuk 

mengambil langkah bercerai dan mengajukan gugatan atau 
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permohonan cerai ke Pengadilan Agama Bitung. Faktor perkara 

tersebut seperti: 

1) Kebanyakan para pihak yang berperkara datang ke 

Pengadilan bisaanya kasus atau masalah yang menerka 

alamai sudah lama, ada yang berkisar 2, 3, atau 4 tahun 

baru mereka datang ke pengadilan. Karena konflik 

sudah sangat lama, maka tidak mau lagi mendengar 

masukan-masukan dari mediator. 

2) Masalah dari kedua belah pihak sudah parah, seperti 

perselisihan terus-menerus dikarenakan ada pihak yang 

sering mabuk-mabukan, adanya pihak ketiga, tidak 

memberi nafkah, judi, dan acuh tak acuh aau sudah 

pisah tempat tinggal.
48

 

3) Kesalahan yang dilakukan salah satu pihak sangat fatal 

misalnya: murtad, dan zina.
49

 

4) Salah satu pihak sudah berpisah lama dan sudah 

menikah lagi.
50

 

5) Berat dan ringannya perkara yang dialami pihak yang 

berperkara juga menjadi faktornya. Contohnya adalah 

nomor perkara 196/pdt.G/2019-  PA-Bitg alasan pihak 

tersebut untuk bercerai dikarenakan ketika suami 

pulang dari bekerja istri tidak berada  dirumah dan tidak 

menyiapkan makanan, dan sering pulang kerumah 

orang tuanya selama berminggu-minggu dan ini bukan 
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hanya dilakukan sekali melainkan berkali-kali.
51

 

Berbeda masalah dengan nomor perkara 

191/pdt.G/2019-PA-Bitg alasan bercerai yaitu 

dikarenakan pihak istri ingin bekerja dan ingin bebas.
52

 

Berdeda pula dengan masalah nomor perkara 

202/pdt.G/2019-PA-Bitg alasan bercerai yaitu tiap kali 

bertengkar pihak suami selalu mengeluarkan kata cerai 

dan pernah menalak tiga
53

 yang akhirnya menjadi 

landasan mereka untuk bercerai. 

b. Faktor Dari Pihak Yang Berperkara 

Faktor ini menjadi faktor yang paling dominan yang 

menjadi penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama 

Bitung. Karena: 

1) Asumsi masyarakat dalam hal ini pihak yang berperkara 

yang keliru tentang tugas dan fungsi Pengadilan, mereka 

menganggap bahwa pengadilan itu tempat untuk 

menceraikan padahal fungsi dari pengadilan adalah untuk 

mendamaikan. 

2) Kesalahan mindset dari penggugat kalau sudah datang ke 

Pengadilan tentunya ingin bercerai. 

3) Pihak yang berperkara sulit didamaikan. 

4) Pengaruh pihak luar atau dari pihak ketiga kepada 

penggugat yang menginginkan rumah tangganya bubar. 

Pihak ketiga ini bisa berarti keluarga atau orang dekat.
54
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Walaupun ada keinginan darai pasangan suami istri untuk 

berbaikan tapi karena keluarga sudah ikut campur sehingga 

mereka sulit didamaikan. 

5) Masing-masing pihak yang berperkara sudak berketetapan 

hati untuk tidak mau berdamai lagi.
55

 

6) Tidak menemukan titik cerah dari permasalahan. Kedua 

belah pihak masing-masing dengan egonya, mereka tidak 

menyerahkan sepenuhnya kepada mediator dan tidak 

mendengarkan/menerima pendapat dari mediator.
56

 

7) Ketidakhadiran salah satu pihak sehingga proses mediasi 

tidak terlaksana. Seperti nomor perkara 191/pdt.G/2019-

PA-Bitg yang pada saat mediasi pertemuan kedua pihak 

tergugat tidak hadir, karena pihak tergugat merasa tidak 

ditemukannya penyelesaian masalah karena pihak 

penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga dia 

memutuskan untuk tidak mengadiri lagi, menurut 

pernyataan dari tergugat “untuk apa dimediasi kalau pada 

ujungnya bercerai juga”. 
57

 

c. Faktor Dari Mediator 

Faktor ini bisa saja yang menjadi kendala gagalnya mediasi 

di Pengadilan Agama Bitung berasal dari mediator. Adapun 

problem mediator diantaranya 

1) Kemampuan mediator dalam mengelola forum. Mediator 

adalah salah satu sarana atau orang yang mencari titik temu 

                                                                                                                                                               
 

55
 Asmawati Sarib,  Hakim Pengadilan Agama Bitung, Wawancara, Bitung, 10 Agustus 

2020 

 
56

 Nurafni Anom,  Hakim  Pengadilan Agama Bitung,  Wawancara, Bitung,  03 Agustus 

2020 

 
57

 Darwis Rauf, Pihak Tergugat, Wawancara, Bitung, di Sagerat,  11 Agustus 2020 



49 
 

 

terhadap permasalahan, sehingga mediator harus mampu 

mengelola forum. Tapi ini sangat kecil kemungkinannya di 

PA Bitung. Walaupun di PA bitung dari 5 hakim mediator 

hanya 2 yang bersertifikat, tapi tidak menutup 

kemungkinan yang namanya hakim suka belajar mereka 

juga memahami cara memediasi apalagi yang sudah 

memiliki pengalaman jam terbang yang tinggi pasti mereka 

terus belajar menjadi lebih baik. Tapi hakim-hakim di PA 

Bitung punya kemampuan yang mumpuni walaupun belum 

mempunyai sertifikat mediator tapi mereka bagus untuk 

melakukan mediasi sehingga faktor gagalnya mediasi dari 

segi mediator sangat kecil kemungkinannya di PA 

Bitung.
58
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab 

sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama bitung semuanya mengacu 

pada PERMA nomor 1 tahun 2016. Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama 

bitung harus menunggu kedua belah pihak hadir dipesidangan  kemudian 

menentukan mediasi dan memberikan kesempatan kepada para pihak  untuk 

memilih hakim mediator siapa yang mereka mau. prosesnya diserahkan semua 

kepada hakim mediator tapi tata pelaksanaanya  tetap  berpedoman pada  

perma nomor 1 tahun 2016.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam penanganan 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung tahun 2019 meliputi faktor 

eksternal dan faktor internal yaitu: 

a. Faktor Eksternal 

Tempat pelaksanaan mediasi merupakan faktor pendukung 

terwujudnya efektifitas pelaksanaan mediasi. Tempat untuk pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan Agama Bitung memang belum sesuai dengan 

prototype Mahkamah Agung tetapi sudah cukup layak untuk 

melaksanakan mediasi. Namun masih kurang kondusif dan nyaman untuk 

mediasi karena masih ada beberapa peralatan yang kurang contohnya 

pendingin ruangan/AC sehingga proses mediasi menjadi kurang nyaman. 

Karna untuk mendamaikan pihak yang berperkara dibutuhkan kepala yang 

dingin sehingga situasi yang panas dapat mempengaruhi pikiran orang. 
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b. Faktor Internal 

Faktor kedua yang menjadi kendala gagalnya mediasi di 

Pengadilan Agama Bitung berasal dari perkara perceraian dan dari pihak 

yang berperkara. Faktor atau konflik yang dialami para pihak yang 

berperkara sudah berlarut-larut, serta masalah dari kedua belah pihak 

sudah parah, seperti perselisihan terus-menerus dikarenakan ada pihak 

yang sering mabuk-mabukan, adanya pihak ketiga, tidak memberi nafkah, 

judi, dan acuh tak acuh atau sudah pisah tempat tinggal dan ada pula 

masalah yang sangat fatal seperti murtad dan zina. Selanjutnya faktor dari 

para pihak yang berperkara yaitu: asumsi yang keliru dari masyarakat 

tentang fungsi dari pengadilan, adanya keterlibatan keluarga, pihak yang 

berperkara sudah sulit didamaikan serta ketidak hadiran dari pihak yang 

berperkara pada saat mediasi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran diantaranya 

1. Pengadilan Agama Bitung kedepannya harus memperbaiki dan 

melengkapi sarana dan prasarana di ruang mediasi. Sehingga proses 

mediasi akan berjalan dengan nyaman. 
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MATRIKS PEDOMAN WAWANCARA 

(Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan 

Perakara Di Pengadilan Agama Bitung) 

No  Pertanyaan  Narasumber  Waktu Hasil Wawancara 

1 Bagaimana 

proses 

pelaksanaan 

mediasi di 

Pengadilan 

Agama Bitung? 

Amran Abbas 

S.Ag.,S.H.,M.H 

(Ketua 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

3 Agustus 

2020 

Setiap persidangan yang 

dihadiri kedua belah 

pihak  hakim wajib 

memerintahkan kedua 

belah pihak untuk 

mediasi secara non 

litigasi. Ada pilihan 

apakah mereka mau 

hakim internal 

pengadilan atau pihak 

luar yang mungkin bisa 

jadi berbayar. Setelah 

kedua belah pihak hadir 

dipersidangan hakim 

memerintahkan wajib 

mediasi. Pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan 

Agama Bitung mengacu 

pada PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 

  Hizbuddin 

Maddatuang, 

S.H.,M.H ( 

Hakim 

Pengadilan 

30 Juli 

2020 

Pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama 

Bitung mengacu pada 

PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 
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Agama Bitung) 

  Nurafni Anom, 

S.HI ( Hakim 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

3 Agustus 

2020 

Proses pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan 

Agama Bitung semuanya 

mengacu pada PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016. 

Pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama 

Bitung harus menunggu 

kedua belah pihak hadir 

dipersidangan 

kemuadian menentukan 

mediasi dan memberikan 

kesempatan kepada para 

pihak untuk memilih 

hakim mediator siapa 

yang mereka mau. 

Prosesnya diserahkan 

semua kepada mediator 

tapi tata pelaksanaannya 

tetap berpedoman pada 

PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 

  Asmawati Sarib, 

S.Ag (Hakim 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

10 

Agustus 

2020 

Proses mediasi di 

Pengadilan Agama 

Bitung dilaksanakan 

apabila kedua belah 

pihak hadir dengan 

mediator yang ditunjuk 

oleh Majelis Hakim atau 
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pihak yang berperkara 

yang menunjuk sendiri. 

Aturan nya sesuai 

dengan PERMA No 1 

Tahun 2016. 

  Masita Olii, 

S.HI (Wakil 

Ketua 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

10 

Agustus 

2020 

Proses pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan 

Agama Bitung sesuai 

dengan PERMA Nomor 

1 Tahun 2016  

2. Faktor apa saja 

yang 

mempengaruhi 

gagalnya 

mediasi pada 

perkara 

perceraian di 

Pengadilan 

Agama Bitung 

Amran Abbas 

S.Ag.,S.H.,M.H 

(Ketua 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

3 Agustus 

2020 

faktor pertama yang 

mempengaruhi gagalnya 

mediasi yaitu asumsi 

masyarakat yang keliru 

tentang tugas dan fungsi 

Pengadilan, mereka 

menganggap bahwa 

pengadilan itu tempat 

untuk menceraikan 

padahal fungsi dari 

pengadilan itu 

mendamaikan. Kedua 

kesalahan mindset dari 

penggugat kalau sudah 

ke pengadilan tentunya 

ingin bercerai. Ketiga 

pengaruh pihak luar atau 

pihak ketiga kepada 

pengguagat yang 

menginginkan agar 



67 
 

 

rumah tangganya bubar. 

Pihak ketiga ini bisa 

berarti keluarga. Ketiga 

dalam proses mediasi 

kedua belah pihak sulit 

untuk akur. 

  Hizbuddin 

Maddatuang, 

S.H.,M.H 

(Hakim 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

30 Juli 

2020 

Pertama Ketidak hadiran 

salah satu pihak 

sehingga proses mediasi 

tidak bisa terlaksanana. 

Kedua masalah dari 

kedua belah pihak sudah 

parah, seperti 

perselisihan terus 

menerus ada pihak yang 

sering mabuk-mabukan, 

adanya pihak ketiga, 

tidak memberi nafka, 

judi, acuh tak acuh atau 

sudah pisah tempat 

tinggal. Ketiga pihak 

yang berperkara sudah 

tidak bisa dirukunkan 

lagi dan sudah mantap 

bercerai. Kebanyakan 

para pihak yang 

berperkara datang ke 

pangadilan bisaanya 

kasus atau masalah 

mereka sudah lama 

sudah 2,3, atau 4 tahun. 
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  Nurafni Anom, 

S.HI ( Hakim 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

3 Agustus 

2020 

Pertama salah satu pihak 

tidak hadir. Kedua tidak 

menemukan titik cerah 

dari permasalahan. 

Kedua belah pihak 

masing-masing dengan 

egonya mereka tidak 

menyerahkan 

sepenuhnya ke hakim 

mediator dan tidak 

mendengarkan/menerima 

pendapat dari hakim 

mediator. 

  Asmawati Sarib, 

S.Ag (Hakim 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

10 

Agustus 

2020 

Pertama masing-masing 

pihak berperkara sudah 

berketetapan hati untuk 

tidak mau berdamai lagi. 

Kedua kesalahan yang 

dilakukan salah satu 

pihak berperkara sudah 

fatal misalnya: murtad, 

perbuatan zina. 

 

  Masita Olii, 

S.HI (Wakil 

Ketua 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

10 

Agustus 

2020 

Faktor yang pertama ada 

salah satu pihak yang 

sudah murtad ketika 

perkara dimediasi 

kemudian ada salah satu 

pihak yang murtad maka 

agak susah dimediasi. 
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Kedua kedua belah pihak 

masing-masing 

mengatakan bahwa 

mereka yang benar, tidak 

ada titik temu, keduanya 

egois keduanya tidak 

mengedepankan 

bagaimana jalan keluar 

yang terbaik. Ketiga 

salah satu pihak sudah 

menikah dengan orang 

lain baik perempuan atau 

laki-laki. Yang keempat 

adanya perselingkuhan. 

3. Apakan tempat 

mediasi di 

Pengadilan 

Agama Bitung 

juga merupakan 

salah satu faktor 

yang 

mempengaruhi 

gagalnya 

mediasi 

Amran Abbas 

S.Ag.,S.H.,M.H 

(Ketua 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

3 Agustus 

2020 

Tidak,  karna tempat 

mediasi di Pengadilan 

agama Bitung walaupun 

hanya sederhana tetapi 

sudah cukup layak dan 

nyaman 

  Hizbuddin 

Maddatuang, 

S.H.,M.H 

(Hakim 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

30 Juli 

2020 

Tidak, Temapat mediasi 

di Pengadilan Agama 

Bitung sudah layak dan 

nyaman 
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  Nurafni Anom, 

S.HI ( Hakim 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

3 Agustus 

2020 

Iya, tempat mediasi di 

Pengadilan Agama 

Bitung  memang belum 

sesuai dengan prototype 

Mahkamah Agung tetapi 

sudah cukup layakhanya 

saja masih ada beberapa 

yang kurang contohnya 

tidak ada pendingin 

ruangan/AC. Karna 

untuk mendamaikan 

pihak yang berperkara 

dibutuhkan kepala yang 

dingin sehingga situasi 

yang panas dapat 

mempengaruhi pikiran 

orang. 

  Asmawati Sarib, 

S.Ag (Hakim 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

10 

Agustus 

2020 

Tidak mempengaruhi 

karna sudah memenuhi 

standar ruangan mediasi. 

  Masita Olii, 

S.HI (Wakil 

Ketua 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

10 

Agustus 

2020 

Tidak mempengaruhi 

karna tempat 

pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama 

Bitung sudah nyaman. 

4. Apakah waktu 

mediasi juga 

menjadi faktor 

yang 

Amran Abbas 

S.Ag.,S.H.,M.H 

(Ketua 

Pengadilan 

3 Agustus 

2020 

Memang sesuatu yang 

terkesan buru-buru 

memang tidak baik. Tapi 

di Pengadilan Agama 
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mempengaruhi 

gagalnya 

mediasi di 

Pengadilan 

Agama Bitung? 

Contohnya 

seperti 

pelaksanaan 

mediasi yang 

terkesan buru-

buru 

Agama Bitung) Bitung selalu ditekankan 

mediasi harus 

dilaksanakan 2 kali dan 

maksimal tidak terbatas.  

  Hizbuddin 

Maddatuang, 

S.H.,M.H 

(Hakim 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

30 Juli 

2020 

Tidak. Karna waktu 

pelaksanaan mediasi 

berlangsung selama 30 

hari  

 

 

 Nurafni Anom, 

S.HI ( Hakim 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

3 Agustus 

2020 

Memang sesuatu yang 

tergesah-gesah memang 

hasilnya tidak akan baik. 

Tapi di Pengadilan 

Agama Bitung 

ditekankan bahwa proses 

mediasi tidak boleh 

dilaksanakan secara 

terburu-buru. 

  Asmawati Sarib, 

S.Ag (Hakim 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

10 

Agustus 

2020 

Tidak mempengaruhi 

karena sesui dengan 

PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 waktu 
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pelaksanaannya 30 hari 

  Masita Olii, 

S.HI (Wakil 

Ketua 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

10 

Agustus 

2020 

Tidak, karna  proses 

mediasi di Pengadilan 

Agama Bitung sesuai 

aturan 30 hari digunakan 

sebaik-baiknya 

maksimal yang sering 

dilaksanakan di 

Pengadilan Agama 

Bitung sampai 2 minggu 

satu minggu bisa sampai 

satu atau dua kali 

pertemuan kalau 

memang peluangnya 

masih ada 

 Apakah 

mediator juga 

menjadi salah 

satu faktor yang 

mempengaruhi 

gagalnya 

mediasi 

Amran Abbas 

S.Ag.,S.H.,M.H 

(Ketua 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

3 Agustus 

2020 

Iya, karna mediator 

harus mampu mengelola 

forum forum. Tapi ini 

sangat kecil 

kemungkinan di 

Pengadilan Agama 

Bitung . walaupun di 

Pengadilan Agama 

Bitung dari 5 hakim 

moderator hanya 3 yang 

bersertifikat tapi tidak 

menutup kemungkinan 

yang namanya hakim 

suka belajar mereka juga 

memahami cara 
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mediasi.hakim-hakim di 

Pengadilan Agama 

Bitung menmupnyai 

kemampuan yang 

mumpuni walaupun 

mereka belum 

mempunyai sertifikat 

tapi mereka bagus untuk 

memediasi. 

  Hizbuddin 

Maddatuang, 

S.H.,M.H 

(Hakim 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

30 Juli 

2020 

Tidak. Karna 

kebanyakan para pihak 

yang berperkara 

memamng sudah sulit 

untuk didamaikan. 

  Nurafni Anom, 

S.HI ( Hakim 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

3 Agustus 

2020 

Tidak mempengaruhi 

karna kembali lagi ke 

hakim mediatrornya 

kalau memiliki kualitas 

yang bagus tentu mediasi 

banyak yang berhasil. 

  Asmawati Sarib, 

S.Ag (Hakim 

Pengadilan 

Agama Bitung) 

10 

Agustus 

2020 

Tidak. Karena banyak 

juga pihak yang 

berperkara yang 

dimediasi dengan hasil 

berhasil damai. 

  Masita Olii, 

S.HI (Wakil 

Ketua 

Pengadilan 

10 

Agustus 

2020 

Tidak.karena dari pihak 

yang berperkara memang 

sudah mantap untuk 

bercerai. 
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Agama Bitung) 

   

 

No  Pertanyaan  Narasumber  Waktu  Jawaban  

1. Berapa kali 

pertemuan untuk 

mediasi 

Romi Hunta 

(cerai talak 

nomor perkara 

196/pdt.G/2019-

PA-Bitg) 

11 

Agustus 

2020 

2 kali pertemuan 

  Darwis Rauf 

(cerai gugat 

nomor perkara 

191/pdt.G/2019-

PA-Bitg) 

11 

Agustus 

2020 

2 kali pertemuan tapi 

pertemuan kedua saya tidak 

hadir. 

  Masita Dewi 

Panekey (cerai 

gugat nomor 

perkara 

202/pdt.G/2019-

PA-Bitg) 

12 

Agustus 

2020 

2 kali pertemuan 

2. faktor apa yang 

menjadi 

penyebab 

gagalnya mediasi 

bapak/ibu 

Romi Hunta 

(cerai talak 

nomor perkara 

196/pdt.G/2019-

PA-Bitg) 

11 

Agustus 

2020 

Alasan mengapa mediasi 

gagal karena permasalahan 

yang kami alami sudah 

selalu berulang-ulang 

contohnya setiap kali saya 

pulang dari bekerka istri 

saya tidak berada dirumah 

dan tidak menyiapkan 

makanan dan sering pulang 

ke rumah orang tuanya 

selama berminggu-minggu. 
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Saya selalu menegur istri 

saya tapi dia selalu 

mengulangi kesalahan yang 

salam sehingga saya 

memutuskan untuk tetap 

betcerai. 

  Darwis Rauf 

(cerai gugat 

nomor perkara 

191/pdt.G/2019-

PA-Bitg) 

11 

Agustus 

2020 

Alasan mediasi gagal 

pertama karena  pihak 

penggugat atau mantan istri 

saya sudah berketetapan 

hati untuk bercerai dan 

tidak ingin lagi didamaikan 

sehingga pada siding 

berikutnya saya sudah tidak 

hadir karna untuk apa di 

mediasi kalau pada 

ujungnya pihak penggugat 

sudah tidak ingin 

mempertahankan rumah 

tangga. kedua karna 

mantan istri saya ingin 

bekerja dan ingin bebas 

sehingga dia memutuskan 

untuk bercerai. 

  Masita Dewi 

Panekey (cerai 

gugat nomor 

perkara 

202/pdt.G/2019-

PA-Bitg) 

12 

Agustus 

2020 

Alasan mediasi gagal 

karena kedua belah pihak 

sudah tidak mau 

didamaikan lagi. 
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3. Apakan ada 

faktor lain yang 

menyebakan 

gagalnya mediasi 

contohnya dari 

segi tempat yang 

kurang nyaman 

atau dari segi 

waktu yang 

terkesan buru-

buru atau dari 

segi mediator 

yang 

mendamaikan 

kurang cakap                             

Romi Hunta 

(cerai talak 

nomor perkara 

196/pdt.G/2019-

PA-Bitg) 

11 

Agustus 

2020 

Tempat pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan 

Agama Bitung sudah 

sangat baik, dan waktu 

pelaksanaan mediasi tidak 

terburu-buru memang dari 

saya sudah memutuskan 

untuk tetap bercerai dan 

dari segi mediator sangat 

baik dalam mendamaikan. 

  Darwis Rauf 

(cerai gugat 

nomor perkara 

191/pdt.G/2019-

PA-Bitg) 

11 

Agustus 

2020 

Tempat pelaksaan mediasi 

di Pengadilan Agama 

Bitung sudah bagus, waktu 

pelaksanaan mediasi pun 

tidak terburu-buru memang 

dari pihak saya yang tidak 

hadir pada saat pelaksanaan 

mediasi yang ke dua. Cara 

mediator mendamaikan 

sangat baik dan sabar. 

  Masita Dewi 

Panekey (cerai 

gugat nomor 

perkara 

202/pdt.G/2019-

12 

Agustus 

2020 

Tempat pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan 

Agama sudah sangat 

nyaman. Pelaksanaan 

mediasi tidak terburu-buru 
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PA-Bitg) memang dari kedua belah 

pihak yang mantap ingin 

bercerai. Cara mediator 

menyampaikan sangat 

baikkarna memberikan 

nasihat-nasihat. 
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DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN MEDIATOR DI PENGADILAN 

AGAMA BITUNG 
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DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PIHAK YANG BERPERKARA 

(YANG DIMEDIASI) 

 
 

 



82 
 

 

 

DOKUMNETASI RUANGAN MEDIASI PA BITUNG 
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PENDIDIKAN   : SD Guppi I Bitung 

       

       SMP Muhammadiyah Bitung 

 

       SMA Negeri 2 Bitung 
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Ayah     : Hasim Wungguli 

 

Ibu     : Hartati Kamarullah 

 

Saudara     : Riani Wungguli 

 

       Azam Wungguli 

 

 

 

 

 

 

 


